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Dengan diterapkannya desentralisasi dan otonomi penuh saat ini, menjadikan pemerintah daerah otonomi
mempunyal kewenangan penuh dalam merencanakan, membiayai, membangun dan mengelola
pembangunan jalan didaerah otonominya. Hal ini pada akhimya menjadi lantangan yang sangat berat bagi
daerah yang memiliki pendapatan asli daerahnya kecil, namun pada sisi yang lain diperhadapkan dengan
kondis kerusakan jalan yang semakin parah yang memerlukan biaya yang besar dalam penanganannya.
Sehingga pemerintah daerah harus berupaya mencari altematif pembiayaan pemeliharaan jalan, agar dapat
tetap menyediakan infraslruktur jalan yang baik.

Pada studi ini dilakukan kajian dan analisis alas mekanisme sistem pembiayaan pemeliharaan jalan melaui
penerapan konsep Road Fund sebagal alternalif pendanaan. Sedangkan sebagai daerah studi ditentukan
adalah propinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa selain sebagai daerah tujuan juga merupakan daerah
yang harus dilintasi oleh seluruh kendaraan yang akan menuju pulau Jawa dari pulau Sumatera.

Penelitian ini menelaah sistem pembiayaan pemeliharaan jalan nasional dan propinsi di propinsi Lampung
dengan membandingkan sumber pendanaan APBN dan sumber dana untuk Road Fund yang diambil dari
pajak sektor jalan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor, Pajak
Bahan Bakar Minyak dan Pgjak Tambahan pada harga Bahan Bakar Minyak (Levy Tax) yang dikumpulkan
selama 5 tahun dan tahun 1998/1999 sampai dengan 2002.

Didapatkan kombinasi sumber pendanaan yang paling aplicable dalam penerapan Road Fund di propinsi
Lampung adalah antara Pajak Sektor Jalan dengan Levy Tax. Dimanadari hasil analisis didapalkan besaran
minimum Levy Tax yang dapat digunakan dalam rekening Road Fund untuk membiayai pemeliharaan jalan
nasional dan propinsi di propinsi Lampung hanya berkisar penambahan 3 % saja dari setiap harga per liter
BBM nya atau sebesar Rp. 40, 87 per liter.

Selain itu tulisan ini jJuga membahas tentang formulasi kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang
maksud tersebut diatas, serta memberikan gambaran tentang kaitannya Road Fund dengan biaya operasi
kendaraan.

<hr><i>By decentralization and full autonomy in this time had created local government has a full authority
of planning, costing, constructing and managing of road works in its autonomy area. This casein the last
will the be very heavy challenge for province that has Local Original Income ( PAD ) was less, wherein the
same time should look out on the condition of damage road that need the big of cost to handle. So, local
government should try to find the alternative of road maintenance fund to prepare good infrastructure of
road.
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In this case study to research and analysis for mechanism of road maintenance fund system through applying
concept of Road Fund as funding alternative. As the study area determined is Lampung Province, with
considered that beside as the objective area of the journey, a'so Lampung Province as transit area of all
transportation from Sumatera Island to Java Island or on the contrary.

Thisresearch will analysis of national roar maintenance system and province with compared at APBN fund
source and fund source for Road Fund that taken from road sector taxes that is vehicle registration tax ( PKB
), vehicle ownership transfer fees ( BBNKB ), road transport fuel tax ( PBSKB ) and tax addition to price
fuel levy. The analysis will be supported by five years data from 1998/1999 to 2002.

Founded the most feasible of funding combination to use that road sector tax and levy tax. Where through
analysis was founded the minimum levy lax that only adding about 3 % or equal Rp. 40,87 from transport
fuel tax will fulfill on the needs of fund for mantenance the road in Lampung Province.

Beside of that this article also studying the police formulation that must take on by local government, and
also described about relation of Road Fund on Vehicle Operation Cost (VOC ).</i>



